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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, faktor-faktor penyebab 

terjadinya konflik sosial di masyarakat, dan upaya penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian di 

masyarakat. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan kajian penelitian kepustakaan 

(library research). Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai 

macam material yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial dalam kehidupan masyarakat dapat 

dipahami sebagai suatu proses pertentangan yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara 

individu maupun kelompok. Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari dalam 

masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konflik sosial sangat penting agar 

masyarakat mampu mengelola konflik secara bijaksana dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Konflik 

sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan kepentingan, perbedaan nilai dan 

keyakinan, kesenjangan sosial, perubahan sosial yang cepat, kesalahpahaman dalam komunikasi, serta lemahnya 

penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memperbesar potensi konflik apabila tidak dikelola 

dengan baik. Oleh karena itu, upaya pencegahan konflik sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif, seperti 

peningkatan dialog antar kelompok masyarakat, penguatan sistem hukum, serta pengurangan ketimpangan sosial. 

Abstract 

This study aims to determine the meaning of social conflict in community life, the factors causing social conflict in society, 

and law enforcement efforts in creating order and peace in society. The research method used is descriptive research with 

library research. Research activities are carried out by collecting information and data with the help of various existing 

materials. The results of the study indicate that social conflict in community life can be understood as a process of conflict 

that occurs due to differences in interests, values, or goals between individuals and groups. Conflict is an unavoidable part of 

the dynamics of social life in a pluralistic society. Therefore, a good understanding of social conflict is crucial so that society 

is able to manage conflict wisely and maintain harmony in communal life. Social conflict in society is influenced by various 

factors, including differences in interests, differences in values and beliefs, social inequality, rapid social change, 

misunderstandings in communication, and weak law enforcement. These factors are interrelated and can increase the potential 

for conflict if not managed properly. Therefore, efforts to prevent social conflict require a comprehensive approach, such as 

increasing dialogue between community groups, strengthening the legal system, and reducing social inequality. 
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1. Pendahuluan 

Konflik sosial merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam 

masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, agama, suku, maupun kepentingan ekonomi dan politik, potensi 

terjadinya konflik selalu ada. Perbedaan kepentingan, nilai, dan persepsi antar individu maupun antar kelompok sering kali 

memunculkan ketegangan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Menurut 

Lewis A. Coser, konflik sosial merupakan pertentangan mengenai nilai, status, kekuasaan, maupun sumber daya yang 

terbatas (Djumaty et al., 2025), di mana pihak-pihak yang terlibat tidak hanya berusaha memperoleh apa yang mereka 

inginkan tetapi juga berusaha melemahkan lawannya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian 

dari dinamika sosial yang muncul akibat adanya interaksi sosial yang kompleks dalam masyarakat. 

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, konflik tidak selalu berdampak negatif. Dalam batas tertentu, konflik bahkan 

dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik. 

Namun demikian, konflik yang tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, seperti 

terjadinya kekerasan, perpecahan sosial, hilangnya rasa aman, serta terganggunya stabilitas sosial dan pembangunan. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu mengatur serta menyelesaikan konflik secara adil dan tertib, 

sehingga konflik tidak berkembang menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. 

Salah satu mekanisme yang memiliki peran penting dalam mengatasi konflik sosial adalah hukum. Hukum merupakan 

seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan menciptakan 

ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial 

(social control) yang bertugas menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan cara mengatur hubungan antar individu 

maupun antar kelompok (Mansyur et al., 2022). Melalui aturan hukum yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, 

masyarakat memiliki pedoman dalam menyelesaikan berbagai perselisihan yang muncul tanpa harus menggunakan cara-

cara yang merugikan pihak lain. 

Selain sebagai alat pengendali sosial, hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa sosial atau law as a tool of 

social engineering. Konsep ini dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang diinginkan (Lathif, 2017). Dalam konteks konflik sosial, hukum 

berperan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah timbulnya konflik 

melalui pembentukan norma dan kebijakan yang mampu menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat. 

Dalam negara hukum seperti Indonesia, keberadaan hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban 

dan keadilan sosial (Sudirman et al., 2018). Negara berkewajiban menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil 

melalui sistem peradilan maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini bertujuan agar setiap konflik yang 

muncul dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak 

hanya dipandang sebagai aturan yang bersifat kaku, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang benar-

benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum harus responsif terhadap berbagai persoalan sosial yang 

berkembang di tengah masyarakat, termasuk konflik sosial. 

Namun dalam praktiknya, peran hukum dalam mengatasi konflik sosial sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah 

satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya penegakan hukum yang dapat 

menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih 

menyelesaikan konflik dengan cara-cara informal atau bahkan melalui tindakan kekerasan. Oleh karena itu, keberhasilan 



TEBAR SCIENCE – Jurnal Kajian Sosial dan Budaya, v10n1 — Andi Aco Agus 

2597-4114 © 2026 Research Agency for Humanity and Urban, Indonesia 

OJS-TEBAR SCIENCE 10 (1), Januari-April 2026 — https://ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB 103 

 

  

hukum dalam mengatasi konflik sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga pada kualitas penegakan hukum serta partisipasi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. 

 2. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam 

artikel ini, metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan kajian penelitian kepustakaan atau 

library research (Ahmadin, 2022). Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan 

bantuan berbagai macam material yang ada (Sari, 2021). Penulis menggunakan penelitian deskriptif yang dimana lebih 

menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber seperti buku, catatan, jurnal dan data-data yang ada lalu 

mengkombinasikan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan (Rahman 

et al., 2022) yang mengarah pada pembahasan yang erat kaitannya dengan konsep pendidikan kewarganegaraan 

sosiokultural serta sosial humaniora. 

 3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengertian konflik sosial dalam kehidupan masyarakat 

Secara umum, konflik sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pertentangan antara individu maupun kelompok dalam 

masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut Soerjono 

Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan cara 

menentang pihak lain yang sering kali disertai dengan ancaman atau kekerasan. Dalam pandangan ini, konflik dipahami 

sebagai bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada pertentangan atau perpecahan 

dalam hubungan sosial. 

Konflik sosial juga dapat dipahami sebagai bentuk persaingan yang berkembang menjadi pertentangan terbuka karena 

adanya kepentingan yang tidak dapat disatukan. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (Djumaty et al., 2025), 

konflik merupakan proses sosial antara individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara 

menentang pihak lain yang dianggap menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Konflik dalam masyarakat biasanya terjadi 

karena adanya perebutan sumber daya yang terbatas, seperti kekuasaan, status sosial, maupun sumber daya ekonomi. 

Dalam perspektif sosiologi, konflik sosial tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Konflik justru dianggap 

sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. Konflik dapat 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyadari adanya ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi dalam sistem 

sosial. Dengan adanya konflik, masyarakat dapat melakukan penyesuaian terhadap norma, nilai, maupun struktur sosial 

yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Konflik sosial juga dapat muncul karena adanya perbedaan latar belakang budaya, agama, suku, maupun pandangan 

politik. Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi memiliki potensi konflik sosial yang 

cukup besar. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik, namun juga dapat menjadi 

sumber konflik apabila tidak disertai dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

konflik sosial menjadi penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. 

Selain itu, konflik sosial juga dapat dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. 

Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan kerja, maupun akses terhadap pendidikan dapat menimbulkan 
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rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan tersebut kemudian dapat berkembang menjadi konflik 

apabila tidak ada upaya untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Dalam kondisi seperti ini, konflik sosial sering kali 

muncul sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat, konflik sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik antar individu, konflik 

antar kelompok, hingga konflik antara masyarakat dengan lembaga atau pemerintah. Konflik antar individu biasanya 

terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau kesalahpahaman antara dua orang atau lebih. Sementara itu, konflik 

antarkelompok biasanya berkaitan dengan perebutan sumber daya, perbedaan identitas kelompok, atau persaingan dalam 

bidang ekonomi dan politik. Konflik yang melibatkan kelompok biasanya memiliki dampak yang lebih luas karena 

melibatkan banyak pihak dalam masyarakat. 

Meskipun konflik sosial sering kali dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, konflik juga dapat memberikan dampak 

positif apabila dikelola dengan baik. Konflik dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan sosial yang tidak 

seimbang serta mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih baik. Melalui konflik, masyarakat dapat menyampaikan 

aspirasi serta memperjuangkan hak-hak yang dianggap belum terpenuhi. Oleh karena itu, konflik tidak selalu harus 

dihindari, tetapi perlu dikelola secara konstruktif agar tidak berkembang menjadi kekerasan atau perpecahan sosial. 

3.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat 

Konflik sosial di masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang 

dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. 

3.2.1  Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok 

Salah satu faktor utama penyebab konflik sosial adalah adanya perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok 

dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Ketika kepentingan 

tersebut saling bertentangan, maka potensi konflik akan semakin besar. 

Perbedaan kepentingan ini dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, maupun pemanfaatan sumber 

daya alam. Sebagai contoh, konflik dapat muncul ketika masyarakat memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan, 

sementara pihak lain memiliki kepentingan ekonomi untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, 

perbedaan kepentingan sering menjadi sumber utama konflik karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan 

kepentingannya sendiri. 

3.2.2 Perbedaan nilai, norma dan keyakinan 

Faktor lain yang dapat menyebabkan konflik sosial adalah perbedaan nilai, norma, serta keyakinan yang dianut oleh 

masyarakat. Nilai dan norma merupakan pedoman yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial. Dalam 

masyarakat yang plural, perbedaan sistem nilai sering kali tidak dapat dihindari. 

Perbedaan nilai dan keyakinan dapat memicu konflik terutama apabila tidak disertai dengan sikap toleransi. Konflik yang 

berbasis agama misalnya, sering kali dipicu oleh perbedaan pemahaman keagamaan serta interpretasi nilai-nilai agama 

dalam kehidupan sosial. Konflik sosial berbasis agama tidak hanya disebabkan oleh perbedaan teologis, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, serta dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa perbedaan nilai dan keyakinan dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan dialog dan toleransi 

yang baik. 

3.2.3 Kesenjangan sosial dan ketidakadilan struktural 
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Kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam struktur masyarakat juga merupakan faktor penting yang memicu konflik 

sosial. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan kerja, akses pendidikan, maupun kekuasaan dapat 

menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. 

Kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil cenderung melakukan perlawanan terhadap 

kelompok yang dianggap memiliki kekuasaan atau keuntungan lebih besar. Konflik dan kekerasan di Indonesia sering 

dipicu oleh ketidakadilan struktural, diskriminasi sosial, serta perebutan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dapat menciptakan ketegangan yang berpotensi berkembang menjadi konflik 

terbuka dalam masyarakat. 

3.2.4 Perubahan sosial yang terlalu cepat 

Perubahan sosial yang terjadi secara cepat juga dapat memicu konflik dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat 

terjadi dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, maupun budaya. Ketika perubahan terjadi terlalu cepat, sebagian 

masyarakat mungkin tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru. 

Perubahan sosial yang tidak seimbang sering menimbulkan ketegangan antara kelompok masyarakat yang menerima 

perubahan dengan kelompok yang menolak perubahan tersebut. Dalam banyak kasus, konflik sosial muncul karena 

adanya perbedaan pandangan terhadap perubahan yang terjadi. 

Selain itu, perubahan sosial juga dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. 

Perubahan tersebut dapat memicu konflik apabila ada kelompok yang merasa dirugikan atau kehilangan posisi sosialnya. 

3.2.5 Lemahnya komunikasi dan kesalahpahaman 

Kesalahpahaman dalam komunikasi juga dapat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dalam kehidupan masyarakat, 

komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Apabila komunikasi tidak berjalan 

dengan baik, maka informasi yang diterima oleh masyarakat dapat menimbulkan kesalahpahaman. 

Kesalahpahaman sering terjadi karena perbedaan persepsi, kurangnya dialog, maupun penyebaran informasi yang tidak 

akurat. Konflik sosial yang terjadi dalam berbagai komunitas sering kali bermula dari kesalahpahaman yang kemudian 

berkembang menjadi pertentangan yang lebih besar. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif serta dialog yang terbuka 

sangat penting untuk mencegah munculnya konflik dalam masyarakat. 

3.2.6 Lemahnya penegakan hukum dan pengendalian sosial 

Faktor lain yang dapat menyebabkan konflik sosial adalah lemahnya penegakan hukum serta pengendalian sosial dalam 

masyarakat. Ketika aparat penegak hukum tidak mampu menyelesaikan konflik secara adil dan cepat, masyarakat sering 

kali mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan masalah. 

Konflik sosial dapat terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum serta lambannya 

penanganan kasus oleh aparat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang 

dapat memicu kekerasan.  Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan efektif sangat penting untuk mencegah 

konflik sosial berkembang menjadi kekerasan dalam masyarakat. 

 

3.3 Upaya penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat 

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melalui 
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penegakan hukum, norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara 

nyata dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kedamaian 

dalam masyarakat sehingga setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman dan terlindungi oleh 

hukum. 

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menegakkan norma-norma hukum agar dapat 

dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran 

hukum, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, 

penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari 

masyarakat. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain sebagai berikut. 

3.3.1 Penegakan hukum melalui peraturan dan kebijakan yang jelas 

Salah satu upaya penting dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat adalah dengan menetapkan 

peraturan hukum yang jelas dan tegas. Peraturan hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku 

serta sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 

Penegakan hukum yang efektif memerlukan sistem regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang 

berbeda dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum 

melalui pengaturan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum sehingga tercipta sistem hukum yang 

terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat dapat memahami batas-batas perilaku yang 

diperbolehkan dan yang dilarang sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalisir. 

3.3.2 Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum 

Penegakan hukum juga dilakukan melalui peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 

Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak sehingga dapat 

menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. 

Salah satu contoh implementasi penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban masyarakat adalah melalui peran 

aparat pemerintah daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Upaya penegakan ketertiban umum dilakukan 

melalui berbagai langkah seperti pendekatan persuasif, preventif, dan represif terhadap pelanggaran peraturan daerah.  

Pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, pendekatan preventif dilakukan 

dengan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui tindakan 

hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. 

3.3.3 Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

Upaya penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga melalui peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta kemauan 

untuk mematuhi hukum secara sukarela. 

Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam 

kehidupan sosial. Kesadaran hukum dapat dibangun melalui pendidikan hukum, penyuluhan hukum, serta sosialisasi 

peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan 

terhadap hukum tidak lagi hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga pada kesadaran bahwa hukum 

diperlukan untuk menjaga ketertiban bersama. 
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3.3.4 Kerja sama antar lembaga penegak hukum 

Upaya penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban masyarakat juga memerlukan kerja sama yang baik antara 

berbagai lembaga penegak hukum. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemerintah lainnya 

sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. 

Sistem kerja sama antar lembaga penegak hukum diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta 

mempercepat penyelesaian perkara hukum. Penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu akan memperkuat sistem 

hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. 

3.3.5 Pendekatan preventif dalam penegakan hukum 

Selain melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum, penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui pendekatan 

preventif atau pencegahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum 

pelanggaran tersebut terjadi. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral melalui upaya pencegahan, penindakan, dan 

rehabilitasi. Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk 

menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan patroli keamanan, 

pembinaan masyarakat, serta pembangunan sistem keamanan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat. 

3.3.6 Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum 

Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari 

penegakan hukum, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial. 

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam pengawasan 

terhadap pelanggaran hukum dan pelaporan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.  Dengan adanya partisipasi 

masyarakat, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat ikut berperan dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban lingkungan. 

 5. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial dalam kehidupan masyarakat dapat 

dipahami sebagai suatu proses pertentangan yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara 

individu maupun kelompok. Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari dalam 

masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konflik sosial sangat penting agar 

masyarakat mampu mengelola konflik secara bijaksana dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. 

Konflik sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan kepentingan, perbedaan nilai dan 

keyakinan, kesenjangan sosial, perubahan sosial yang cepat, kesalahpahaman dalam komunikasi, serta lemahnya 

penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memperbesar potensi konflik apabila tidak dikelola 

dengan baik. Oleh karena itu, upaya pencegahan konflik sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif, seperti 

peningkatan dialog antar kelompok masyarakat, penguatan sistem hukum, serta pengurangan ketimpangan sosial. 

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian di masyarakat. 

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan menetapkan peraturan hukum yang 

jelas, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat 
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kerja sama antar lembaga penegak hukum, menerapkan pendekatan preventif dalam pencegahan kejahatan, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif 

dan didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi, maka tujuan hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang 

aman, tertib, dan damai dapat terwujud. 
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